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KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM 

PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI 

Rangga Nurbani Santoso 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Gresik 

ABSTRAK 

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan 

terpenting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk 

membuktikan suatu kebenaran yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan 

hukum tertentu. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi proses 

pembuktoan sekarang dikenal dengan alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti 

dokumen elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentan 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk (1) menganalisis dan 

menjabarkan terkait keabsahan dokumen eletronik sebagai alat bukti dalam 

pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (2) Menganalisis 

dan mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11/2008 diperbarui Undang-

Undang No. 19/2016 tentang ITE.  

Penelitian ini menggunakan library research atau studi pustaka. Pendekatan 

penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dengan cara 

mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan dan menyertakan 

kasus sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan 

bahan primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode 

analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif. 

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penyertaan dokumen 

elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah sesuai dengan kentuan Undang-Undang 

Pasal 5 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 ITE, bahwa dokumen elektronik dapat 

dikatakan sah apabila informasi yang ada dalam alat bukti tersebut dapat diakses, 

ditampilkan, dijamin keutuhanya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat 

menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6. (2) Kekuatan 

pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 

menjadi lemah, diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

20/PUU-XIV/2016 ITE. Putusan tersebut mengubah frasa dalam Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2008, sehingga membuat alat dokumen elektronik dapat digunakan 

dalam persidangan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai 

dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE. 

 

Kata Kunci: Keabsahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Alat Bukti 

Dokumen Elektronik 
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THE VALIDITY OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CASE TRIALS AT THE 

CONSTITUTIONAL COURT 

 

Rangga Nurbani Santoso 

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University 

 

ABSTRACT 

 

In the settlement of cases in court, proof is the most important stage in the 

procedural law of the Constitutional Court which aims to prove a truth that 

occurred in an event or certain legal relationship. Today, along with the 

development of technology, the process of proof is now known as electronic 

document evidence. Electronic document evidence is regulated in Law Number 11 

of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which later 

underwent changes in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information 

and Transactions. The objectives of this study are (1) to analyze and describe the 

validity of electronic documents as evidence in proving the Constitutional Court's 

procedural law, (2) to analyze and find out the strength of electronic document 

evidence in the procedural law of the constitutional court and Law no. 11/2008 

updated Law no. 19/2016 regarding ITE. 

This research uses library research or literature study. The research 

approach uses a normative juridical approach by collecting data in the form of 

laws and regulations and including cases as research material. Legal material 

collection techniques use primary and secondary materials. The legal material 

analysis technique uses qualitative analysis methods and draws deductive 

conclusions. 

The results in this study conclude that: (1) The inclusion of electronic 

documents as evidence in proving the trial law of the Constitutional Court is 

declared valid in accordance with the provisions of Law Article 5 paragraph (1) 

Number 19 of 2016 ITE, that electronic documents can be said to be valid if the 

information contained in the evidence can be accessed, displayed, guaranteed for 

its integrity and can be accounted for in order to be able to explain a situation in 

accordance with the provisions of Article 6. (2) The strength of electronic 

document proof in the Constitutional Court Procedure Law is weak, due to the 

Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 ITE. The decision 

changed the phrase in Law no. 11 of 2008, so that electronic document tools can 

be used in court if they meet the requirements specified in accordance with Article 

31 paragraph (3) of the ITE Law. 

 

Keywords: Legitimacy, Constitutional Court Procedure Law, Electronic 

Document Evidence 
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